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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat
dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “WAKAF
PRODUKTIF SEBUAH UPAYA PROGRESIF DALAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA WAKAF”. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan kita
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir
zaman.

Pada tahun 2004, di Indonesia lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf. Hal tersebut telah memberikan “angin segar” bagi perwakafan (ii
Indonesia. Karena sebelum lahirnya undang-undang tersebut, masyarakat Indonesia
hanya mengetahui harta benda wakaf hanya berupa benda tidak bergerak atau fix
asset saja. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf, harta benda wakaf meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Perluasan terhadap harta benda wakaf tersebut merupakan langkah untuk
memproduktifkan perwakafan di Indonesia agar harta benda wakaf dan hasil dari
harta benda wakaf tersebut tidak stagnant atau dapat dirasakan oleh berbagai pihak.
Sehubungan dengan hal tesebut, Penulis mengangkat tema skripsi mengenai wakaf
produktif untuk mengetahui gagasan dan upaya yang melatarbelakangi ide tersebut,

untuk mengetahui perangkat hukum yang mengatur mekanisme kerja dari wakaf
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produktif di Indonesia serta merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan
wakaf produktif.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat
kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam
pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang Penulis miliki. Oleh
karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan.

Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat

bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
| Memasuki abad 21 Amerika Serikat sangat ketakutan dengan pertumbuhan
ekonomi dan juga ideologi pasar bebas Republik Rakyat Cina yang suatu saat nanti
dapat menandingi perkembangan ekonomi Amerika Serikat. Indonesia akan menjadi
salah satu lahan bidikan Amerika Serikat untuk membantu kepentingan Amerika
Serikat dalam rangka menandingi (baca: meredam) perekonomian Republik Rakyat
Cina. Amerika Serikat sangat memahami bahwa Indonesia merupakan wilayah yang
memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi lemah dalam sumber daya
manusia. Sementara, Amerika Serikat dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya
berusaha sedapat mungkin menguasai wilayah Indonesia, terutama dibidang ekonomi.
Meskipun tidak melalui penjajahan yang berbentuk fisik seperti invasi dan perang,
tetapi hegemoni Amerika Serikat yang ditancapkan pada pemerintah Indonesia —
khususnya pemerintah Orde Baru- membuat Indonesia mengalami ketergantungan
yang besar terhadap Amerika Serikat. !

Indonesia sebagai negara besar, pada kenyataan struktur ekonominya sangat
timpang (terjadi kesenjangan), terlihat basis ekonominya yang strategis dimonopoli

oleh sekelompok orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern

! Achmad Djunaidi dan Thobieb Al — As i i
' yhar, Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah U
Progresif untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlfm. 4, 4 e



kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi’. Hingga memasuki awal abad
ke-21, dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu
lintas perekonomian Indonesia.’

Dalam kondisi tersebut, istilah “yang kuat memakan yang lemah” seperti yang
dirumuskan Hobbes, mulai muncul sebagai tata kehidupan yang dominan.
Sebenarnya yang diuntungkan dari sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan
pada hakikatnya adalah dari kalangan yang terbatas saja. Pertama, adalah para banker
yang memiliki dan mengendalikan bank. Kedua, di bawahnya, kalangan pengusaha
kuat yang mampu memanfaatkan fasilitas modal dari bank dan sering juga
diuntungkan oleh kebijakan penguasa yang korup dan tidak memikirkan nasib banyak
orang. Ketiga, para nasabah kelas kakap yang sengaja menabungkan uangnya agar
dapat hidup enak tanpa kerja. Keempat, para nasabah sedang dan kecil yang

mendepositokan uangnya sekedar untuk keamanan atau gengsi.*

Permasalahan sekarang adalah, bagaimana mengangkat harkat kehidupan para
kaum dhuafa (marginal/lemah) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia dan
kebetulan beragama Islam. Sampai sekarang, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia

—hampir secara keseluruhan- masih berada pada titik yang sangat minimal, kalau

% Riba berarti berta}mbahnya harta. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhal. Riba Nasiah
adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadhal adalah
penukaran suatu barz.mg dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang
mexl;ukarkat:j mensyari’atkan demikian. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu dari
perbuatan dosa besar. Dapat dibaca dalam, Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaid i i
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), him. 615-616. waidah, Figh Wanita

3 . . g0
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al - Asyhar, Menuju Era Wakaf P j
Prog:esif untuk Kesejahteraan Umat...., op cit., him. 6. ! i EFoG Debuahs Cpeya
Ibid., him. 9.



tidak ingin dikatakan terpuruk dan mengenaskan. Secara fakta, umumnya hak
ekonomi kaum dhuafa dalam bentuk lapangan kerja sangat bergantung pada kalangan
feodalis-tradisional dan masyarakat modern-kapitalis. Pada akhirnya, pembangunan
yang diperoleh dari hasil pungutan pajak dan usaha mereka, sejauh ini merupakan
asumsi dan secara faktual belum dapat mengangkat harkat kehidupan ekonominya.’
Islam sebagai agama moral, ditantang tidak saja untuk menjawab ketimpangan
struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai
elitis—normatif, namun juga memiliki kepedulian sosial. Di samping itu Islam secara
integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam
berbagai problem sosial-kemasyarakatan. Lebih dari itu, Islam juga merupakan
agama keadilan. Dikatakan sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya
terhadap cita—cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin—doktrinnya.
Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan
terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh

tanah air merupakan sikap yang bahkan berlawanan dengan semangat dan komitmen

Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial.®

S Ibid.
¢ www.forumzakat.org, 20 Januari 2006, diakses 17 September 2007.



http://www.forumzakat.org

Wakaf’ adalah salah satu bagian yang sangat penting dari Hukum Islam dan
mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial
ekonomi masyarakat muslim.®

Wakaf selain berdimensi wubudiyah llahiyah®, juga berfungsi sosial
kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang
yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf
sebagai perekat hubungan, “hablum minallah, wa hablum minanas®, hubungan
vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.'’

Kedudukan wakaf sebagai perwujudan ibadah diharapkan sebagai tabungan si
wakif sebagai bekal di hari akhirat kelak. Sangat wajar jika wakaf dikelompokkan
kepada amal jariah yang tidak putus—putusnya walaupun si wakif (orang yang
berwakaf) telah meninggal dunia. Hal tersebut telah dijamin oleh Rasulullah dalam
sebuah haditsnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “apabila mati anak Adam
maka terputus segala bentuk amalannya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara
(yang tetap mengalir walau ia telah tiada), yaitu Sadaqah Jariah (termasuk wakaf),

ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya®."!

‘ 7 Wakaf bel"asal. dari bahasa Arab, waqf (jamaknya, away), menyerahkan harta milik dengan penuh
keikhlasan (dedikasi) dar‘x pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu pada satu lembaga Islam
dengan m(_enahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut mauquf. Dapat dibaca dalam’
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), him. 7 ,

* Ibid., him. 2. o
Ubudiyah llahiyah maksudnya bahwa wakaf merupakan sal i i
hubungan vertikal/langsung kepada Allah swt. (hablum minleah). S i (e

' Abdul Halim, Hukum Perwakafan...., op cit., him. 3.
" Ibid '



Mendermakan harta seperti ibadah wakaf merupakan realisasi dari anjuran
Rasulullah dalam sebuah haditsnya. Hal tersebut sejalan dengan anjuran yang pernah
ditujukan Rasul kepada Umar bin Khattab mengenai hartanya berupa sebidang tanah
di Khaibar. Ketika Umar bertanya kepada Rasulullah Saw. “Apa perintahmu
kepadaku sehubungan dengan tanah yang saya dapatkan ini ya Rasulullah? Rasul
menjawab: “jika engkau suka tahan asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya“. Maka
dengan petunjuk itu Umar langsung mensedekahkan hasilnya, dengan tidak menjual,
mewariskan atau menghibahkannya. (HR. Bukhari Muslim)."?

Hadits dari Ibnu Umar tersebut, kemudian berlaku sebagai dasar hukum wakaf
yang sangat populer. Menurut suatu riwayat, setelah peristiwa tersebut 80 orang
sahabat mengikuti perbuatan baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya,
dengan mewakafkan tanah mereka, rumah mereka dan segala harta yang mereka
miliki. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari disebutkan bahwa Tsabit dan
Anas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abu Thalhah, “jadikanlah
harta wakafmu itu untuk fakir miskin dari kalangan kaum kerabatmu®. Lalu Thalhah
berwakaf kepada Hassan dan Ubay bin Ka’ab yang termasuk kerabat dekatnya.'?

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi'* Islam yang dapat diandalkan
menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal

tersebut telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak

2 Ibid.
" Ibid., him. 4.
14 . - qs e .
Filantropi adalah kedermawanan, jadi intitusi filantropi merupakan lembaga sosial yang

bergerak dalam bidang kedermawanan. Dapat dilihat dalam Depart idi
: emen Pendidikan d
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). P ndidikan dan Kebudayaan,



keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan
Mesir. Wakaf pada masa tersebut bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan
miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan
memelihara fasilitas umum non—keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan,
wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian,
wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan.
Bahkan ada wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang
sekarang ini masih dipraktikkan di Turki."

Wakaf adalah salah satu Lembaga Sosial Islam atau disingkat dengan (LSI). Pada
satu sisi wakaf berfungsi sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya
penggunaan wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan—kegiatan tertentu
saja berdasarkan orientasi konvensional seperti pendidikan, masjid, rumah sakit,
panti—panti asuhan dan lain-lain, tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula
dimanfaatkan untuk kegiatan—kegiatan ekonomi seperti pertanian termasuk mixed
Jarm atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, real estate, office
building, hotel, restaurant dan lain-lain yang sesuai dengan syariat Islam.'®

Wakaf sebagai pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan
langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan

kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan

' www.google.co.id, Irfan Abubakar, artikel serial wakaf, 11 November 2006, diakses 17
September 2007. ’

'® Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat

A : dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan
lz’gggt):l;rllggaraan] 2 Haji, Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan ;(alimanlan (Jakarta:
, him. 1-2. ' )
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pemberdayaan ekonomi umat. Demikian juga wakaf sesungguhnya memiliki peran
besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sebagaimana diketahui, wakaf
telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia umumnya, Indonesia
khususnya. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan
oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga
Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.
Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga—lembaga keagamaan
Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Lembaga wakaf merupakan sumber aset
yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan
dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih sedikit dan
ketinggalan dibanding dengan negara lain. Begitupun, studi perwakafan masih
terfokus kepada segi hukum figh, dan belum menyentuh pada manajemen
perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan
memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar—
benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.'’
Berdasarkan laporan perkembangan kegunaan/sertifikasi tanah wakaf tahun 2004
dari Kantor Departemen Agama se-Sumatera dan se-Kalimantan, jumlah luas tanah
wakaf di Pulau Sumatera dan Kalimantan cukup luas. Untuk Pulau Sumatera jumlah
luas tanah wakaf adalah 912.105.637 m® dan lokasi tanah wakaf di Pulau Sumatera

berjumlah 94.819 persil. Sedangkan untuk di Pulau Kalimantan jumlah luas tanah

17 www.forumzakat.org, 20 Januari 2006...., op cit.
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wakaf adalah 51.418.419 m? dan lokasi tanah wakaf di Pulau Kalimantan berjumlah
17.915 persil.'®

Sejumlah tanah wakaf di Pulau Sumatera dan Kalimantan tersebut ternyata tidak
semuanya sudah dimanfaatkan. Untuk di Pulau Sumatera jumlah luas tanah wakaf
yang sudah dimanfaatkan adalah 95.952.042 m? (10,52%) dengan lokasi sebanyak
44.743 persil (47,19%). Dengan demikian terdapat 816.153.595 m? (89,48%) dan
50.076 persil (52,81%) tanah wakaf yang belum dimanfaatkan. Di sini terlihat
ternyata pemanfaatan tanah wakaf di Pulau Sumatera belum maksimal, bahkan bisa
dikatakan sangat minim. Perbandingan antara luas tanah wakaf yang sudah
dimanfaatkan dengan yang belum sangat jauh. Hal tersebut harus menjadi perhatian
umat Islam. Tanah wakaf yang belum dimanfaatkan tersebut merupakan aset yang
sangat potensial dan menunggu untuk dikelola secara produktif dan profesional.'®

Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia (yang ada
laporannya) jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.791 lokasi dengan luas
1.475.198.580 m?. Pengelolaan terhadap benda wakaf yang telah berjalan adalah
ditangani oleh para Nadzir Wakaf. Nadzir wakaf terdiri dari Nadzir perorangan, yang
terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan beberapa anggota dan Nadzir Badan
Hukum, yaitu Yayasan dan Ormas Islam seperti Muhamdiyah, Nadhalatul Ulama dan

lain-lain. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia sekarang dihubungkan dengan

'® Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan

:;enyil;;lglg?’agaan Haji, Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan.... ,op cit
Y o v 8 s

¥ Ibid., him. 138.



negara-negara yang menerapkan sistem perwakafan sedang menghadapi berbagai
krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu pranata
keagamaan yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu
masyarakat mampu. Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada
umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara
produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya
secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.zo

Wakaf pada dasarnya penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan—kebutuhan
yang mendesak umat Islam. Bukan hal yang berlebihan jika wakaf produktif, sebagai
salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan
mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.z'

Paradigma pengelolaan wakaf secara produktif sesungguhnya sudah dicontohkan
oleh Nabi yang memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang
tanahnya di Khaibar. Substansi perintah nabi tersebut adalah menekankan pentingnya
eksistensi benda wakaf yang mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasilnya
dipergunakan untuk kepentingan kebajikan umum. Pemahaman yang paling mudah
untuk dicerna dari maksud Nabi tersebut adalah bahwa substansi dari ajaran wakaf
tersebut tidak semata-mata terletak pada keabadian bendanya, tapi sejauh mana

benda tersebut memberikan manfaat kepada sasaran wakaf, Nilai manfaat benda

* Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan

Haji Direktorat Pengembangan Zakat & Wakaf, Kumpulan Hasil Semi .
2004), hlm. 5. P asil Seminar Perwakafan, (Jakarta:

! www.forumzakat.org, 20 Januari 2006...., op cit.
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wakaf akan dapat diperoleh secara optimal jika dikelola secara produktif. Oleh karena
itu, pemberdayaan wakaf secara produktif harus dijadikan gerakan bersama dalam
rangka membangun sektor ekonomi umat yang berkeadilan. Apalagi di tengah upaya
kita keluar dari krisis ekonomi yang telah lama membelit bangsa. Intinya, tidak ada
istilah terlambat bagi kita untuk menata kembali pengelolaan wakaf agar lebih
memberikan kesejahteraan sosial, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
sarana — prasarana ibadah dan lain sebagainya.22

Penjelasan wakaf yang telah dijabarkan dalam paragraf-paragraf tersebut telah
melatarbelakangi Penulis untuk mengambil tema wakaf. Hal tersebut sebagai salah
satu upaya sosialisasi solusi permasalahan ekonomi dan kemanusiaan dari aspek
institusi filantropi Islam.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang

dibahas pada penulisan ini adalah :

1. Apakah yang menjadi pendorong timbulnya gagasan dan upaya menjadikan
wakaf sebagai lembaga produktif?

2. Bagaimana tipe hukum yang mengatur tentang mekanisme kerja dari bentuk—
bentuk wakaf produktif | untuk menjadi sebuah upaya progresif dalam

pengembangan lembaga wakaf?

z www.google.co.id, mengenai resensi buku Achmad Djunaidi dan Thobieb Al —

: Asyhar, Menuju
f(;gsP)Vakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, (Jakarta: MitrayAbadi Pre:s,
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C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor pendorong timbulnya gagasan dan upaya menjadikan
wakaf sebagai lembaga produktif.

2. Menjelaskan tipe hukum yang mengatur tentang mekanisme kerja dari bentuk-
bentuk wakaf produktif untuk menjadi sebuah upaya progresif dalam
pengembangan lembaga wakaf.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah literatur bacaan, serta
dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya
dan hukum perwakafan pada khususnya.
2. Manfaat praktis
a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai
pentingnya wakaf produktif sebagai sebuah ﬁpaya progresif dalam
pengembangan lembaga wakaf dewasa ini dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan umat;

b. Diharapkan dapat memberikan  solusi terhadap permasalahan

perekonomian dan kemanusiaan dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai

Syari’at.
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E. Metode Penelitian
1. Tipe penelitian
Dalam penelitian yang berjudul “Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif
dalam Pengembangan Lembaga Wakaf” merupakan tipe penelitian yang
berbentuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang analisis data tidak
keluar dari lingkup sample, merupakan penelitian yang bersifat deduktif,
berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk
menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau
hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.??
2. Jenis Penelitian
Dalam dunia penelitian seperti juga dalam penelitian hukum dikenal beberapa
macam tipe penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis
penelitian antara lain yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas
hukum,* yang dilakukakan dengan pemanfaatan metode-metode yang berkait
dengan dimensi waktu, yang meliputi; penjelasan tentang masa lampau;
penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/berlaku dan
penjelasan tentang masa yang akan datang.? Perkembangan paradigma,

cukup menggeser dan menjadikan konsep wakaf yang tradisional menjadi

) 2 Bambang Sunggono, Mefodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
Im. 37-38. ’

24 Ibid,, hlm. 41-42.
% Ibid., him. 88-89.
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konsep modern dan tertuang dalam produk hukum yang berbentuk undang-
undang dan peraturan pemerintah, yaitu; Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diharapkan
dapat berpotensi menjadi sebuah upaya progresif dalam pengembangan

lembaga wakaf di masa yang akan datang.

. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

dalam penelitian normatif disebut bahan hukum mencakup.

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan
dokumen hukum lainnya. Bahan hukum tersebut didapatkan melalui
penelitian kepustakaan (Library Research) guna mendapatkan teori-teori
hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum
yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum

tersebut antara lain meliputi.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
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2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, antara lain
yang meliputi.
1) Buku-buku literatur (pemikiran dan konsep para Ulama dan ahli
Hukum Islam tentang Wakaf).
2) Karya ilmiah, seperti skripsi dan tesis.
3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan
relevan dengan objek, kajian penelitian.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberi

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, antara lain meliputi.
1)  Majalah, korandan jurnal ilmiah.

2) Internet.

3) Kamus hukum dan referensi yang relevan.?

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif su
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), him. 13.
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang telah terhimpun, diolah dan dianalisis dengan metode Content
Analisys, yaitu mengelompokkan data yang berhubungan kemudian disusun
sehingga menghasilkan konsep-konsep sesuai dengan permasalahan yang
diteliti dan konsep-konsep tersebut dihubungkan satu sama lain sehingga
menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dengan memperhatikan keterkaitan
data dengan permasalahan, maupun keterkaitan data yang satu dengan yang
lain, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar. Penarikan kesimpulan
dilakukan dengan cara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari
proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada
suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Selain itu, juga
dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan
kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru)

yang bersifat lebih khusus.?’

*’Bambang Sunggono, Metodologi...., op cit., him. 10-11.
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